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ABSTRAK 

Perlindungan konsumen merupakan upaya penting untuk memberikan kepastian hukum bagi 

konsumen dalam memperoleh hak-haknya, khususnya dalam menghadapi pelaku usaha. Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengatur bahwa sengketa 

konsumen dapat diselesaikan melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Salah satu bentuk penyelesaian 

non-litigasi adalah melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang bertujuan 

memberikan penyelesaian sengketa secara cepat, mudah, dan murah. Namun demikian, ketentuan 

Pasal 45 UUPK dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2006 menyebutkan 

bahwa pihak yang tidak puas atas putusan BPSK dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri 

dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak putusan diterima. Permasalahan muncul ketika keberatan 

diajukan melebihi batas waktu tersebut, karena tidak terdapat pengaturan hukum yang jelas mengenai 

status dan akibat hukumnya. Hal ini menimbulkan kekosongan hukum dan potensi ketidakadilan bagi 

konsumen yang melewati batas waktu pengajuan keberatan. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis implikasi hukum dari pengajuan keberatan terhadap putusan BPSK yang dilakukan lewat 

waktu dan pentingnya pengaturan lebih lanjut sebagai bentuk perlindungan hukum bagi konsumen. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah 

peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang relevan. 
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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi 

telah mempermudah masyarakat dalam 

memperoleh barang dan/atau jasa, namun juga 

menimbulkan ketimpangan antara pelaku usaha 

dan konsumen yang dapat memicu terjadinya 

sengketa. Rendahnya kesadaran konsumen 

terhadap hak dan kewajibannya memperparah 

kondisi ini. Untuk menjamin perlindungan bagi 

konsumen, pemerintah menetapkan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen (UUPK) yang  

 

 

 

 

memberikan kepastian hukum dan memperkuat 

posisi konsumen. Sengketa konsumen dapat  

diselesaikan melalui jalur litigasi maupun non-

litigasi, salah satunya melalui Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) 

yang bertujuan menyelesaikan sengketa secara 

cepat dan murah. Jika putusan BPSK tidak 

diterima, konsumen dapat mengajukan 

keberatan ke Pengadilan Negeri dalam waktu 

14 hari kerja sejak putusan diterima, sesuai 

PERMA Nomor 1 Tahun 2006. Namun, aturan 

ini menimbulkan permasalahan jika keberatan 

diajukan melewati batas waktu tersebut, karena 

tidak ada pengaturan hukum yang jelas, yang 

mengakibatkan kekosongan hukum dan potensi 
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ketidakadilan bagi konsumen. Berdasarkan hal 

tersebut, penulis menyusun skripsi berjudul 

“Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan 

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 

(BPSK) yang Lewat Waktu 14 Hari”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Bertolak dari uraian diatas maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana tata cara dalam pengajuan 

keberatan terhadap putusan BPSK ? 

2. Bagaimana perlindungan hukum bagi 

konsumen yang melakukan pengajuan 

keberatan terhadap putusan BPSK 

setelah lewat waktu 14 hari? 

 

C. Tujuan Penulisan 

Tujuan dilakukannya penelitian ini, yaitu: 

1. Untuk mengetahui dan memahami 

bagaimana tata cara dalam pengajuan 

keberatan terhadap putusan BPSK. 

2. Untuk mengetahui dan memahami 

bagaimana perlindungan hukum bagi 

konsumen yang melakukan pengajuan 

keberatan terhadap putusan BPSK 

setelah lewat waktu 14 hari. 

 

 

PEMBAHASAN 

A. Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan 

BPSK 

Pesatnya pertumbuhan ekonomi dan 

kemajuan teknologi telah mempermudah 

masyarakat dalam mengakses berbagai barang 

dan/atau jasa, namun kondisi ini juga 

menimbulkan ketimpangan antara pelaku usaha 

dan konsumen. Kurangnya pendidikan serta 

rendahnya kesadaran konsumen terhadap hak 

dan kewajibannya menyebabkan mereka rentan 

dirugikan, misalnya melalui iklan menyesatkan 

atau perjanjian standar yang merugikan. 

Potensi konflik pun meningkat seiring 

perbedaan pandangan antara konsumen dan 

pelaku usaha, yang memunculkan sengketa 

konsumen. Untuk menjamin perlindungan 

konsumen, pemerintah mengesahkan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen (UUPK) yang 

menjamin kepastian hukum bagi konsumen 

dalam menentukan pilihan serta membela hak-

haknya. UUPK juga bertujuan meningkatkan 

kesadaran dan kemandirian konsumen tanpa 

menghambat pertumbuhan dunia usaha, 

melainkan menciptakan iklim usaha yang 

sehat. Penyelesaian sengketa konsumen dapat 

dilakukan melalui jalur litigasi di pengadilan 

maupun non-litigasi secara kooperatif. Namun, 

litigasi sering kali memunculkan konflik baru 

karena prosesnya yang lambat, mahal, dan 

cenderung menimbulkan permusuhan. 

 

Pasal 45 UUPK memberi konsumen 

hak untuk menyelesaikan sengketa dengan 

pelaku usaha melalui lembaga penyelesaian 

sengketa atau pengadilan. Penyelesaian dapat 

dilakukan secara litigasi atau non-litigasi, 

termasuk melalui Badan Penyelesaian 

Sengketa Konsumen (BPSK) dengan metode 

mediasi, arbitrase, atau konsiliasi. Putusan 

BPSK secara hukum bersifat final dan 

mengikat, namun Pasal 56 ayat (2) dan Pasal 58 

ayat (2) UUPK justru membuka peluang untuk 

mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri, 

dan bahkan kasasi ke Mahkamah Agung. 

Ketentuan ini menimbulkan kontradiksi dengan 

asas finalitas dan efektivitas BPSK, serta 

melemahkan eksistensinya sebagai lembaga 

penyelesaian sengketa konsumen yang cepat, 

murah, dan sederhana. 

Selain itu, terminologi “keberatan” 

dalam UUPK tidak jelas dalam sistem hukum 

acara, sehingga menimbulkan kebingungan 

dalam implementasi di pengadilan, baik bagi 

hakim maupun konsumen dan pelaku usaha. 

Tidak adanya ketentuan tegas mengenai 

prosedur, bentuk, serta perlunya BPSK turut 

digugat menimbulkan berbagai tafsir dan 

masalah teknis hukum, termasuk ketidakjelasan 
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dalam proses pencatatan perkara dan apakah 

proses di pengadilan harus mengulang seluruh 

pemeriksaan dari awal. Situasi ini meragukan 

efektivitas BPSK dan keahlian para arbiternya 

dalam menyelesaikan sengketa konsumen. 

 

Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen (UUPK) dinilai belum memberikan 

perhatian memadai terhadap proses 

pemeriksaan di Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen (BPSK) dan peran lembaga 

peradilan, sehingga menimbulkan 

ketidakpastian hukum akibat adanya 

pertentangan antar pasal serta dengan hukum 

acara lainnya. BPSK memiliki tugas 

menyelesaikan sengketa konsumen melalui tiga 

metode: konsiliasi, mediasi, dan arbitrase, 

sebagaimana diatur dalam SK Menteri 

Perindustrian dan Perdagangan No. 

350/MPP/Kep/2002. 

Dalam penyelesaian melalui konsiliasi, 

para pihak menyelesaikan sengketa secara 

mandiri dengan pendampingan pasif dari 

majelis. Dalam mediasi, majelis bertindak aktif 

membantu para pihak mencari kesepakatan 

tanpa memutus sengketa. Sementara dalam 

arbitrase, keputusan sengketa sepenuhnya 

berada di tangan majelis arbitrase. 

Para pihak harus menyepakati satu 

metode penyelesaian, dan metode yang telah 

dipilih tidak bisa diubah ke metode lain jika 

gagal. Hasil konsiliasi dan mediasi hanya sah 

jika ada kesepakatan dari para pihak dan 

putusan BPSK hanya berfungsi sebagai 

pengesahan atas kesepakatan tersebut. Dengan 

demikian, efektivitas BPSK sangat tergantung 

pada kesepakatan para pihak dan dukungan 

hukum yang jelas serta terstruktur. 

Penyelesaian sengketa konsumen 

melalui arbitrase di Badan Penyelesaian 

Sengketa Konsumen (BPSK) melibatkan pihak 

ketiga netral (arbiter) yang memiliki 

kewenangan berdasarkan kesepakatan para 

pihak. Arbiter di BPSK berasal dari unsur 

konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah. 

Proses arbitrase menghasilkan putusan final 

dan mengikat, seperti diatur dalam Pasal 54 

ayat (3) UUPK dan UU No. 30 Tahun 1999 

tentang Arbitrase. 

Ada dua jenis putusan yang dapat dihasilkan 

BPSK: 

1. Putusan melalui konsiliasi atau mediasi: 

hanya mengesahkan kesepakatan 

perdamaian yang telah dicapai para 

pihak. 

2. Putusan melalui arbitrase: mengandung 

pertimbangan hukum dan sifatnya 

seperti putusan perkara perdata. 

Dalam arbitrase, BPSK dapat menjatuhkan 

sanksi administratif, namun tidak berlaku 

dalam mediasi atau konsiliasi. Putusan BPSK 

tidak dapat diajukan banding, kecuali dalam hal 

tertentu dapat diajukan permohonan 

pembatalan sesuai Pasal 70 UU Arbitrase 

(misalnya karena dokumen palsu atau tipu 

muslihat). Namun, Pasal 56 ayat (2) UUPK 

memungkinkan pihak yang tidak setuju dengan 

putusan BPSK untuk mengajukan keberatan ke 

Pengadilan Negeri, menimbulkan konflik 

norma dengan sifat final putusan arbitrase. 

Istilah “keberatan” dalam UUPK tidak jelas 

secara hukum acara, apakah merupakan 

gugatan, perlawanan, atau permohonan. Ini 

menimbulkan kebingungan dalam praktik 

hukum dan membingungkan pengadilan. 

Putusan BPSK melalui mediasi dan konsiliasi 

juga bersifat final dan mengikat, namun jika 

tidak tercapai kesepakatan, para pihak dapat 

mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. 

Tetapi, putusan dari mediasi atau konsiliasi 

tidak dapat diajukan keberatan, karena hasilnya 

merupakan perjanjian sukarela yang sah 

menurut hukum perjanjian (Pasal 1320 dan 

1338 KUH Perdata). 
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Secara keseluruhan, sifat final dan mengikat 

putusan BPSK seharusnya diletakkan dalam 

konteks asas perjanjian (pacta sunt servanda), 

dan ketentuan keberatan dalam UUPK perlu 

diperjelas, agar tidak bertentangan dengan 

prinsip hukum arbitrase dan tidak mengurangi 

efektivitas BPSK sebagai lembaga 

penyelesaian sengketa yang cepat dan murah. 

Upaya Hukum “Keberatan” dalam Perma 

RI No.1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara 

Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan 

BPSK 

Menanggapi ketentuan Pasal 56 ayat (2) 

UUPK yang membuka ruang bagi pihak yang 

tidak puas atas putusan BPSK untuk 

mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri, 

Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan 

Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2006 

guna mengatur tata cara pengajuan keberatan 

tersebut. 

Dalam Perma No. 1 Tahun 2006, Mahkamah 

Agung menegaskan bahwa: 

• Tidak semua putusan BPSK dapat 

diajukan keberatan ke pengadilan. 

• Keberatan hanya dapat diajukan 

terhadap putusan BPSK yang 

dihasilkan melalui arbitrase, bukan dari 

mediasi atau konsiliasi (Pasal 2). 

• Putusan arbitrase BPSK bersifat final 

dan mengikat, sesuai Pasal 54 ayat (3) 

UUPK dan Pasal 60 UU No. 30 Tahun 

1999 tentang Arbitrase. 

• Keberatan terhadap putusan arbitrase 

dianggap sebagai permohonan 

pembatalan putusan arbitrase, sehingga 

tunduk pada ketentuan Pasal 70 UU 

Arbitrase. 

a) Keberatan hanya dapat diajukan jika 

memenuhi syarat-syarat pembatalan 

arbitrase, yaitu: 

Ada dokumen yang dipalsukan; 

b) Ditemukan dokumen penting yang 

disembunyikan; 

c) Putusan diperoleh melalui tipu muslihat 

salah satu pihak. 

Dengan demikian, upaya keberatan terhadap 

putusan BPSK harus dibatasi dan dipahami 

sebagai bentuk pembatalan arbitrase, bukan 

sebagai banding atau gugatan ulang, untuk 

menjaga kepastian hukum dan konsistensi 

fungsi BPSK sebagai lembaga arbitrase 

alternatif. 

B.  Perlindungan Hukum Bagi Konsumen 

Yang Melakukan Pengajuan Keberatan 

Terhadap Putusan BPSK Setelah Lewat 

Waktu 14 Hari 

 

Perlindungan konsumen adalah segala upaya 

untuk menjamin kepastian hukum bagi 

konsumen dalam memilih, menggunakan, dan 

mendapatkan barang/jasa, serta dalam 

mempertahankan hak-haknya jika dirugikan 

oleh pelaku usaha. Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

(UUPK) menjadi dasar hukum perlindungan 

tersebut, termasuk pembentukan Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) 

sebagai lembaga yang menangani sengketa 

antara konsumen dan pelaku usaha. 

Sayangnya, kesadaran konsumen terhadap 

UUPK dan keberadaan BPSK masih rendah. 

Perlindungan hukum konsumen mencakup 

seluruh proses konsumsi, mulai dari pra-

transaksi (saat konsumen mencari informasi), 

transaksi (proses pembelian/penggunaan), 

hingga pasca-transaksi (layanan purna jual). 

Sengketa konsumen, menurut Keputusan 

Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 

350/MPP/Kep/12/2001, adalah perselisihan 

antara konsumen dan pelaku usaha akibat 

kerugian yang ditimbulkan dari konsumsi 
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barang atau jasa. Definisi ini diperluas oleh ahli 

hukum seperti Shidarta, yang menegaskan 

bahwa sengketa konsumen mencakup seluruh 

aspek hukum—perdata, pidana, dan tata 

negara—bukan hanya transaksi semata. 

Menurut Sularsi, sengketa konsumen dapat 

terjadi pada: 

1. Fase pra-transaksi: jika informasi 

produk menyesatkan. 

2. Fase transaksi: bila janji atau informasi 

tidak sesuai dengan kenyataan. 

3. Fase pasca-transaksi: saat pelayanan 

purna jual tidak sesuai dengan klaim 

produk. 

UUPK sendiri tidak memberikan definisi tegas 

mengenai sengketa konsumen, tetapi ruang 

lingkupnya cukup luas dan kompleks, 

menuntut pemahaman dan perlindungan yang 

menyeluruh terhadap hak konsumen. 

Sengketa konsumen umumnya berskala 

kecil, namun tetap penting karena dapat 

berdampak besar terhadap masyarakat. 

Konsumen cenderung berada dalam posisi 

tawar yang lemah, sehingga hak mereka rentan 

dilanggar oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, 

UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen (UUPK) memberikan jalur 

penyelesaian sengketa melalui Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), 

sebagai alternatif selain pengadilan. 

BPSK dibentuk di tiap kota/kabupaten untuk 

memberikan akses yang mudah, cepat, dan 

murah bagi konsumen dalam menyelesaikan 

sengketa. Putusan BPSK bersifat final dan 

mengikat (Pasal 54 ayat 3 UUPK). Namun, 

Pasal 56 ayat 2 UUPK memungkinkan pihak 

yang tidak puas untuk mengajukan keberatan 

ke Pengadilan Negeri dalam 14 hari kerja sejak 

putusan diterima. Hal ini menimbulkan 

kontradiksi antara sifat "final dan mengikat" 

dengan kemungkinan keberatan, serta 

menambah durasi dan biaya penyelesaian 

sengketa. 

Permasalahan muncul karena: 

1. Batas waktu keberatan 14 hari dianggap 

terlalu singkat dan menyulitkan 

konsumen yang minim pemahaman 

hukum. 

2. Jika lewat dari 14 hari, keberatan 

dianggap gugur dan putusan BPSK 

menjadi inkracht. 

3. Prinsip keadilan substantif dalam 

UUPK sering berbenturan dengan 

pendekatan formal prosedural di 

pengadilan. 

Upaya hukum bagi konsumen yang melewati 

batas waktu: 

1. Peninjauan Kembali (PK) ke 

Mahkamah Agung jika ada bukti baru 

atau kekeliruan putusan. 

2. Gugatan perdata berdasarkan 

wanprestasi atau perbuatan melawan 

hukum. 

3. Mediasi ulang atau negosiasi non-

litigasi. 

 

Ada berbagai macam tantangan daripada 

pelaksanaan aturan keberatan tersebut antara 

lain, minimnya pengetahuan hukum konsumen 

tentang hak dan prosedur yang harus ditempuh, 

ketimpangan kekuatan antara konsumen dan 

pelaku usaha dalam memahami proses hukum, 

serta potensi abuse of power oleh pelaku usaha 

yang memanfaatkan ketidaktahuan konsumen. 

 Dalam beberapa kasus, pengadilan 

negeri telah menoleransi keterlambatan 

pengajuan keberatan jika konsumen dapat 

membuktikan adanya alasan kuat (contoh: 

ketidaktahuan terhadap prosedur, masalah 

teknis, atau kondisi luar biasa).  

 Meskipun batas waktu 14 hari 

memberikan kepastian hukum, penting untuk 

memastikan bahwa konsumen tetap 

mendapatkan perlindungan hukum yang adil, 

terutama jika keterlambatan terjadi karena 

alasan yang wajar. Dalam situasi ini, 

fleksibilitas pengadilan untuk 

mempertimbangkan aspek keadilan sangat 
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penting agar tidak hanya kepastian hukum yang 

ditegakkan, tetapi juga prinsip keadilan 

substantif. 

 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Tata cara pengajuan keberatan terhadap 

putusan BPSK diatur dalam Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen dan peraturan 

pelaksananya. Keberatan harus diajukan ke 

Pengadilan Negeri dalam waktu 14 hari 

sejak putusan diterima oleh pihak yang 

bersangkutan. Jika melewati batas waktu 

tersebut, maka keberatan dianggap gugur 

dan putusan BPSK memiliki kekuatan 

hukum tetap. 

2. Konsumen yang mengajukan keberatan 

setelah melewati batas waktu 14 hari 

menghadapi kendala hukum karena 

dianggap melanggar ketentuan formal. 

Namun, dalam beberapa kasus, ada 

peluang untuk memohon pengabaian 

tenggang waktu jika dapat dibuktikan 

adanya alasan yang sah, seperti kendala 

administratif atau teknis, demi keadilan 

substantif. 

 

B. Saran 

1. Peningkatan pemahaman tentang tenggang 

waktu keberatan kepada seluruh elemen 

masyarakat terutama bagi konsumen dan 

pelaku usaha. BPSK, pemerintah, dan 

lembaga konsumen lebih aktif 

menyosialisasikan batas waktu 14 hari 

untuk pengajuan keberatan, agar 

masyarakat lebih memahami hak dan 

kewajibannya. Ini dapat dilakukan melalui 

brosur, pelatihan, atau media digital. 

2. Penyempurnaan terkait berbagai regulasi 

tentang tenggang waktu pengajuan 

keberatan. Dimana pemerintah dalam hal 

ini BPSK memiliki kewajiban sebagai 

wadah dan alternative dalam penyelesaian 

sengketa konsumen, sehingga 

penyempurnaan dan revisi aturan 

sangatlah dibutuhkan mengikuti dengan 

perubahan sosial yang ada. Pemerintah 

sebaiknya mempertimbangkan pengaturan 

lebih fleksibel untuk kasus pengajuan 

keberatan yang melampaui tenggang 

waktu 14 hari, terutama jika konsumen 

memiliki alasan yang sah. Pengaturan ini 

dapat dituangkan dalam bentuk revisi 

aturan yang memberikan perlindungan 

lebih baik bagi konsumen yang mengalami 

hambatan objektif. 
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